BAB 11

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang biasa
diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan
“kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.’
Rappaport mengartikan empowerment sebagai suatu cara dimana rakyat,
organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.®
Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong
masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan
berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan
kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya
sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-
kegiatan swadaya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat
dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak
mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.
Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan

masyarakat (Ginandjar Kartasasmita, 1995b:18).’

° Abu Hurairah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan
Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82

 Adi Fahrudin, Ph. D., Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas
Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2012), hal. 16

" http://www.infodiknas.com/definisi-dan-teori-pemberdayaan.html diakses pada
tanggal 23-04-2013, pukul 14:45 WIB
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Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan
taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan
keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri.
Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai
potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan
demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan
keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok
adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam
kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi
dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan
prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.® Pemberdayaan adalah suatu
kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong
keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan
cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk ,
penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang
asing dalam komunitasnya.’

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku Dakwah, Pemberdayaan
adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara
substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara
subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan

kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini

¥ Engking Soewarman Hasan, Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya
Unggul, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hal 56-57

® K Suhendra, Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung:
alfabeta, 2006), hal 74-75
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melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari
pemberdayaan ini adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi
objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya
akan dicirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain.'”

Selanjutnya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah
kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun
keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar
anggotanya schat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki
keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang
memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian
dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan
masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada
tingkat nasional disebut ketahanan nasional.'’

Sunyoto Usman dalam pengorganisasian dan Pengembangan
Masyarakat mengatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community
self-reliance atau kemandirian.'> Dalam proses ini, masyarakat didampingi
untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan
alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan
berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni

kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya

" Moh. Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi
Metodologi. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 169

" Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan
Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007), hal. 75

'2 Abu Hurairah, Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat, hal. 87
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menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau

penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam
membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan
pekerjaan.

2. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras
dengan aspirasi dan keinginannya.

3. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan
gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

4. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan
sosial, pendidikan dan kesehatan.

5. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal
dan kemasyarakatan.

6. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme
produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

7. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran,

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. *

Menurut Priyono dan Pranarka (1996) proses pemberdayaan
mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan
kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan,

kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan

5 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama,
2009), hal. 59
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menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun

aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui

organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder
menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar
individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa
yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog."*

Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang bisa
menguatkan kapasitas masyarakat. Adapun power tersebut adalah

1. Power to (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk
bertindak, rangkaian ide dari kemampuan.

2. Power with (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan
untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan
kerjasama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan
menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial
dan mempertimbangkan keadilan relasi.

3. Power within (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat
individu atau bersama.'’ Power within ini merupakan kekuatan untuk
membayangkan dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat,
kemauan, kesabaran, semangat, dan kesadaran.

Memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan
memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya

memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan :

'* Adi Fahrudin, Ph. D., Pemberdayaan, Partisipasi, hal. 48
> http://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-
2011.pdf diakses pada tanggal 06-07-2013, pukul 11:00 WIB


http://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf
http://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf
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1. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa
setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu
dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan
kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya
untuk mengembangkannya.

2. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi
atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-
langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan
akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi
makin berdayaan.

3. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem
perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan.'® Dalam
proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah,
oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi
dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan
yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan
melalui tiga pendekatan yaitu'’:

1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui
bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah

membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas

' Adi Fahrudin, Ph. D., Pemberdayaan, Partisipasi, hal. 96-97
17 http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-
tinjauan-teoritis/ diakses pada tanggal 23-04-2013, pukul 14:52 WIB
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kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat
pada tugas (fask centered approach).

2. Pendetakatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok
masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika
kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar
memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem
pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada
sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial,
kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangann masyarakat

adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

B. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya
program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau
kemandirian, dan berkelanjutan.'"® Adapun lebih jelasnya adalah sebagai
berikut:

1. Prinsip Kesetaraan
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan

masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara

'8 Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat
di Lahan Gambut, (Bogor: Wetlands International — 1P, 2005), hal. 54
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masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program
pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan
mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta
keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan
kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian
masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif, direncanakan,
dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk
sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang
melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan
masyarakat.

. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan
kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak
memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the
have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (ke
have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan
yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi
lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-
norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan

dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain
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yang bersifat materiill harus dipandang sebagai penunjang, sehingga
pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan
untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis
harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada
akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang
telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi.
. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan,
sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding
masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan
makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah

mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan

menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif,

karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.

Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek

yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-

kesempatan.

2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang

dapat mempengaruhi perubahan.
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3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup,
khususnya pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat.

4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan
menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada
situasi masalah tersebut.

5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang
penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta
kemampuan mengendalikan seseorang.

6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri:
tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena
pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan
untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan
permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

10. Pemberdayaan dicapai melalui  struktur-struktur  personal dan

. 1
pembangunan ekonomi secara paralel.'’

. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat
khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal
(misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya

ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna memahami tentang

' Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, hal. 68-69
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pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dengan

ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat

dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1.

Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun

etnis.

. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja,

penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.

. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah

pribadi dan atau keluarga.”

. Tingkatan Pemberdayaan

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang

dikutip dalam bukunya Abu Hurairah adalah sebagai berikut:

—

Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.

. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai

sistem dan sumber yang diperlukan.

. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan

berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.

. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara

aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkugan yang lebih

luas.

. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri

dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan

20 Ibid. hal. 60
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dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai

program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. *'

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu
dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain:
1. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang
paling tidak berdaya (miskin).
2. Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan
dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
4. Upaya penguatan kebijakan.

5. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha atau kerja. **

. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional,
maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan
seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program
pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-
aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu
dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan
pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis,
partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang

bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling

2! Abu Hurairah, Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat, hal. 90
* Ibid, hal. 92
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menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-
masing dimensi:
1. Kesejahteraan
Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang
diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan,
pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
2. Akses
Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber
daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya
akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan.
Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan
akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di
kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan
dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga,
lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
3. Kesadaran kritis
Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah
tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-
mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat
dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada
tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut

adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
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4. Partisipasi
Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam
berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil
dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka
kepentingan mereka tidak terabaikan.
5. Kontrol
Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat
ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan
sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-
haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati
sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang

dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan
program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin
berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya

permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta
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makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam

masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang
ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.*

F. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Dengan kata lain dapat
dinyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sarat akan manfaat dan
maslahat baik bagi individu maupun sosial. Islam merupakan agama yang
yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat dan maslahat
kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah.

Di sini, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong
menolong antara satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang
mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat
manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketetapan
Islam.

Di dalam Islam, tolong menolong yang diajarkan adalah tolong
menolong dalam hal kebajikan dan taqwa. Islam melarang umatnya tolong
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah

dalam surah Al-Maidah ayat 2:

P
o153l 3T o 1455 ¥y 6588005 T 6 1453

» Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat & JPS, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 138-139
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)**

Dengan adanya tolong menolong memupuk untuk terciptanya
persaudaraan, persatuan dan kasih sayang antar umat Islam. Sehingga
menjadikan umat yang kuat dan kokoh. Adapun salah satu bentuk tolong
menolong ini adalah dengan tidak membiarkan saudaranya terselubung di
dalam ketidakberdayaan. Sehingga ia menolong saudaranya tersebut. Seperti
halnya yang dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan
ini. la tidak hanya berdiam diri melihat keadaan para penyamak yang tidak
berdaya. Kemudian UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan ini

melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan para penyamak tersebut.

G. Kajian Kepustakaan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menganggap penting terhadap kajian
kepustakaan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan tema
penelitian ini. Hal ini dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu akan

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Yakkub dalam hasil penelitiannya bahwa adanya home industri meubel
berdampak positif terhadap pengembangan dan pembangunan ekonomi
masyarakat, dari masyarakat agraria menuju masyarakat home industri.
Selain itu, adanya home industri tersebut memberi lowongan kerja terhadap

buruh tani atau petani yang ada di sekitarnya. Dan juga dibangunnya home

* Departemen Agama RI., Al Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta : Yayasan
penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, 1985), hal. 157
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industri meubel membawa perubahan pada status masyarakat menjadi

berpekonomian yang cukup dan pendapatan yang semakin tinggi.”’

. Dwi Rahmawati dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat
kelurahan Kalirungkut Surabaya asal mulanya adalah masyarakat
petani,tetapi setelah dibangunnya kawasan industri di Rungkut, terjadi
sebuah perubahan sosial yang relatif tinggi khususnya dalam sosial ekonomi
masyarakat yang semakin tinggi dan keadaan ekonominya yang semakin
meningkat. Dari mata pencaharian sektor pertanian beralih ke mata
pencaharian industri, ada yang membuka kost-kosan, menjadi karyawan

industri dan ada pula yang menjadi pedagang.”®

» Yakkub, Perubahan Sosial pada Pekerja Home Industri Meubel, Pangpajang,
Modang Bangkalan, (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

% Dwi Rahmawati, Industrialisasi PT Sier dan Perubahan Sosial Ekonomi
Masyarakat Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Surabaya, (Skripsi Fakultas Dakwah TAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2004).





